DESA KETANGGUNGAN

KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 3.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA
KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan
penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk
menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa,
dipandang perlu menyertakan modal Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa
Ketanggungan-

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahu 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undagn Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara  scbhagnimana  telah  diubah  dengan Pernturan
Pemerintah Nommor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintanh Nomor 60 T'ahun 2014 tentang Dann
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;

Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 2.1 Tahun 2018
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Ketanggungan Tahun 2019 s/d 2024;

22. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa di Desa Ketanggungan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGUNGAN
DAN
KEPALA DESA KETANGGUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KETANGGUNGAN TENTANG PENYERTAAN

MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDEYS)
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN
TEGAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yag memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Tegal.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Tegal.

Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
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Pemerintahan Desa adalah  penyelenggarnan  urusan  pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat sctempat  dalam  sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah  Desa adalah  Penyclenggaraan  urusan  pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat sctempat dalam  sistem pemcrintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang discbut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi yang
mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajibanuntuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan
Musyawarah Desa dan Kepala Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat,

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

21. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah;

22. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaaan modal adalah
pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan
yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BABII
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan penyertaan modal Desa pada Badan Usaha

Milik Desa Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :
a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
b. penguatan BUMDesa;

c¢. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
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d. meningkatkan pertumbuhan perckonomian masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4
Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Ketanggungan pada Badan Usaha
Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ssebagaimana tertuang dalam
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun

berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketanggungan

pada t@pggal 23 Maret 2018
C G

Kepala De/s/a'll_gctanggun gan

Drs. AKHMAD JUNEDI
pian QUV

Diundangkan di Ketanggungan

pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL

2 -~

SURIPAH

LEMBARAN DESA KETANGGUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 3.1
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